BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN KUASA KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENETAPKAN DAN
MENANDATANGANI SURAT PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK
PERAWATAN SERTA PENETAPAN TEWAS KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa  Pemerintah  Kabupaten Tabanan memberikan
perlindungan antara lain berupa jaminan kecelakaan kerja
yang merupakan perlindungan atas resiko kecelakaan kerja
dan penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan
tunjangan cacat bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabanan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Kecelakaan
Kerja, cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan
Tewas bagi Pegawai aparatur Sipil Negara dilakukan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian dan dapat mendelegasikan
sebagian kewenangannya yang berupa penetapan Kecelakaan
Kerja untuk perawatan kepada pejabat dilingkungannya paling
rendah jabatan Administrator, mendelegasikan wewenang dan
kuasa kepada Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Tabanan dalam menetapkan dan menandatangni Surat
penetapan kecelakaan kerja untuk perawatan serta penetapan
tewas;



Mengingat

: 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pendelegasian Wewenang dan Kuasa kepada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Dalam Menetapkan dan Menandatangani Surat
Penetapan Kecelakaan Kerja untuk Perawatan serta Penetapan
Tewas kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);

. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5579) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tuhan 2014 tentang administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Jaminan

Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian bagi {egawai Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5740);

. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG DAN KUASA KEPADA BADAN KEPEGAWAIN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM
MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI SURAT PENETAPAN
KECELAKAAN KERJA UNTUK PERAWATAN SERTA
PENETAPAN TEWAS KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
TABANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
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. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

5. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam
menjalankan tugas kewajiban dalam keadaan lain yang ada
hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu
disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam
menjalankan tugas kewajibannya, karena perubuatan anasir
yang tidak bertanggungjawab ataupun sebagai akibat
tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas,
dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau
sebaliknya, dan/atau yang menyebabkan penyakit akibat
kerja.

Pasal 2

Mendelegasikan wewenang dan kuasa kepada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
menetapkan dan menandatangani surat penetapan kecelakaan
kerja untuk perawatan serta penetapan tewas bagi Pegawai
ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.



Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 Januari 2017

BUPATI TABANAN

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 20 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 5



